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ABSTRAK 

Mustika, Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor:49 Tahun 2020 
terhadap pendistribusi pupuk bersubsidi studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten 
Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) Dibimbing oleh Zainal Said dan Rustam 
Magun Pikahulan 

 Metode penelitian ini tergolong kedalam pendekatan yuridis empiris dan 
menggunakan jenisn penelitian kualitatif atau laapanganyang dilakukan langsung di 
lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian.Teknik pengolahan data 
melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permaslahan dalam 
penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) Proses pendistribusian pupuk di 

Desa Tanrutedong di mulai dari proses pendaftaran pada sistem RDKK (rencana 

definitif kebutuhan kelompok) yang selanjutnya,setelah melakukan pendaftaran maka 

kita akan menunggu konfirmasi dari sistem di tahun sebelumnya pembayaran yang 

biasa di lakukan oleh petani adalah sistem bayar tunai, tetapi sekarang sudah ada 

perubahan sistem di mana akan di berlakukanya sistem bayar non tunai melalui kartu 

tani yang berkerja sama dengan pihak perbankan, jika semua sudah melakukan 

pendaftran tugas dari agen adalah mengambil surat ijin dari distributor untuk 

diserahkan di gudang petro yang nantinya akan di antarkan sejumlah pupuk susuai 

degan permintaan agen dan sesuai dengan RDKK, setelah itu proses pembayaran di 

selesaikan maka petani menerima nota dari pihak pengecer dan nantinya akan di 

antarkan langsung ke Rumah petani yang bersangkutan dengan membayar sejumlah 

harga pupuk yang di beli di tambah lagi dengan biaya-biaya lainnya. 2) faktor yang 

menjadi penyebab pendistribusian pupuk terkadang lambat sampai tangan petani, 

faktor ini dikarenakan adanya waktu pemakaian yang bersamaan di berbagai Daerah, 

keterlambatan proses produksi dan faktor cuaca yang kurang mendukung.di sinilah 

kadang terjadi konflik selisih paham antara petani dan pengecer karna apabila padi 

lambat di lakukan pemupukan maka akan mempengaruhi kesuburan padi petani. 3) 

Dan jika di lihat dari segi pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum 

terlaksana dengan baik sesuai dengan ekonomi Islam, dengan alasan mengenai 

tas‟iratau penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di 

salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat 

meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum 

mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingan dengan hasil panen 

yang tidak sesuai dengan pengeluaran salama musim tanam. 
 
Kata kunci: Implementasi, Pendistribusian pupuk dan Hukum ekonomi Islam 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Transliterasi 

a. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda.  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 tha Th te dan ha ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik ح

dibawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De ز
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 dhal Dh de dan ha ش

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ظ

 shad ṣ es (dengan titik ص

dibawah) 

 dad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 ta ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 za ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain „ koma terbalik„ ع

keatas 

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qof Q Qi ق
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 kaf K ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و

ِ ha H Ha 

 hamzah ‟ Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ʼ) 

b. Vokal 

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ
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2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٌَ  fathah dan ya Ai a dan i ۔ 

 fathah dan wau Au a dan u ۔ وَ 

Contoh: 

َ  kaifa : ڲڧ 

َ ل  ى   haula : ح 

c. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif atau ۔ ا/۔ٌ 

ya 

Ā a dan garis diatas 

 ٌَ  kasrah dan ya Ī i dan garis diatas ۔ 

 dammah dan wau Ū u dan garis diatas ۔ وَ 

Contoh: 

َ ات   māta : ي 
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ًَ ي   ramā : ر 

َ ُ م   qīla : ل 

َ ت  ى   ً  َ : yamūtu 

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t] 

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h). 

Contoh: 

ُةَّ  ة انر  ض  و   Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah : ر 

ه ةَ  َ ُ ة ان ف اض  س   ً  Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah : ا ن 

ة َ  ً ك   Al-hikmah : ا ن ح 

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(۔ّ

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
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بَُّ ا  Rabbanā : ر 

ُ ُ ا  Najjainā : َ رَّ

كَ   Al-Haqq : ان ح 

دَ   Al-Hajj : ان ح 

ىَ   Nu‟ima : َ عِّ

وَ  س   Aduwwun„ : ع 

Jika huruf َ  bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh hurufي

kasrah (ٌَّ  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(۔ 

Contoh:  

 ٍَ ب  ر   Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

 ٍَ ه   Ali (bukan „Alyy atau „Aly)“ : ع 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ لا

(alif lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (ـ). 

Contoh: 

صَ   ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu):َ  ا ن ش 

ن ة ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا نسَّ
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ف ة َ  al-falsafah:َ   ا ن ف هط 

 al-bilādu :  ا ن ب لا زَ 

g. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ و  ر   ta‟murūna : تأي 

ءَ   ‟al-nau :  انَُّى 

ءَ   ٍ  syai‟un :  ش 

تَ  ر   umirtu :  ا ي 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-

Qur‟an (dar Qur‟an), Sunnah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 
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i. Lafẓ al-Jalalah (َ  (اّلّل

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 َ َاّلّل  ٍ  َ      Dīnullah ز 

  billah  ب اَلّلل َ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة اّلّل َ  ً ح  َر  َفٍ   Hum fī rahmmatillāh   ه ى 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 
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Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Hamīd Abū) 

2. Singkatan 

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 

swt.  = subḥānāhu wa ta„āla 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-sallām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir Tahun 

w.  = Wafat Tahun 

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 

HR  = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab 
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 بسوٌَيكاٌ =  زو

 صهًَانههعهُهىضهى =ََصهعى 

طَََََََََََََََ=ََ   طبعة 

 بسوٌََاشر=ََََََََََََََََزٌ

  ٳنًَآذرها/إنًَآذرِ =ََََََََََََََََاند 

   جسء =َََََََََََََََََج 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di 

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih 

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang 

tidak menyebutkan nama penerjemahnya 

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan juz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan rasulullah saw. Dan masyarakat muslim di masa beliau adalah 

teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad saw. Adalah seorang pebisnis, 

tetapi yang di maksudkan prekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa 

Madinah. Pada periode mekkah masyarakat muslim sempat membangun 

prekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk memperthankan diri 

dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah periode madinah Rasulullah memimpin 

sedniri membangun masyarakat madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan 

beradab.Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas 

penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lainnya bertani, berternak, dan 

berkebun. Berbeda dengan makkah yang gersang sebagian tanah di madinah retalif 

subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini.
1
 

Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah 

merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah 

Rasululah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. 

Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama.Sedangkan ketika 

hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba,keadaan Madinah masih kacau.Masyarakat 
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Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam, EKONOMI ISLAM (Jakarta: PT 
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Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat.Yang ada hanya kepala-

kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing.Suku-suku yang terkenal saat 

itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah 

belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling 

bertikai.Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya 

masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. 

Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan 

setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional.Rasulullah 

meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur‟an.Al-

Qur‟an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi.Prinsip Islam yang dapat dijadikan 

poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasan 

tertinggi hanyalah milik Allah swt. 

Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam 

mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencara nafkah yang halal dan dengan 

cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah 

melalui perniagaan dan jual beli.Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari 

harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak 

mengakui permbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntunganatas kesulitan 

orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam , 

misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, 

riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya.
2
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Pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang akan membawa 

perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, pada saat 

perekonomian nasional dilanda krisis, ternyata sektor pertanianlah yang terbukti 

mampu menjadi penyangga ekonomi nasional. Pangan merupakan kebutuhan 

mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya dan karenanya 

kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azazi yang layak 

dipenuhi.Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pangan 

bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan 

pangan bagi pemerintahan suatu negara.Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi 

kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu 

sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian. 

 Awal tahun 2020, beberapa negara dikejutkan dengan datangnya virus yang 

menyebar di seluruh sektor kehidupan.Virus tersebut bernama Corona Virus Disease 

(COVID-19) yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China dan kemudian 

mewabah hingga ke beberapa negara termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini 

terbilang sangat cepat dan tentunya juga akan menjadi permasalahan pada berbagai 

sektor dan salah satunya sektor pertanian
3
. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Sulawesi Selatan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat menjadi 

penyumbang tertinggi dengan nilai produk domestik bruto (PRDB) sebesar 22,55%. 
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 Sektor pertanian di 2021 itu tumbuh sangat progresif yakni 6,40%. Hal itu 

ditunjang juga dengan produksi pertanian di Sulawei Selatan yang mengalami 

peningkatan di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.Pada 2021, tercatat 

bahwa luas panen di Sulawesi Selatan sebesar 0,99 juta hektar dengan produksi padi 

sebesar 5,09 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras maka produksi beras pada 

tahun 2021 sebesar 2,92 juta ton. Dikala produksi padi di Indonesia mengalami 

penurunan 0,43%,  produksi padi di Sulawesi Selatan tahun 2021 mengalami 

peningkatan 8,12% atau 0,38 juta ton jika dibandingkan produksi padi tahun 2020 

lalu. 

 Sektor pertanian juga memegang peranan sangat penting dalam upaya 

pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.Di sektor pertanian, 

pembangunan nasional selain difokuskan pada penanggulangan kemiskinan 

pengurangan dan peningkatan kesempatan kerja, interventarisasi dan ekspor,perhatian 

juga difokuskan pada agenda revitalisasi pertanian dan perdesaan.Selain itu, hingga 

saat ini sektor pertanian selain memberikan lapangan pekerja yang cukup besar juga 

memberikan kontribusi pada laju pertumbuhan perekonomian nasional.
4
 

Ketahanan Pangan mempunyai dimensi yang sangat luas dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta eksistensi suatu Negara.Sebab, masalah pangan tentu 

tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap 

kondisi keamanan, kesehatan, politik dan sosial.Sebagai Negara agraris, Indonesia 

merupakan penghasil utama produk-produk pertanian dunia seperti karet, kelapa 
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sawit termasuk produk pangan seperti padi, jagung dan kedelai, dimana 

masyarakatnya banyak yang hidup dari sektor pertanian. Petani padi Indonesia 

disamping sebagai produsen pada saat yang sama juga merupakan konsumen padi. Itu 

artinya masalah padi (beras) yang merupakan bahan pangan pokok masyarakat harus 

dilihat tidak saja dari sisi produsen dalam hal ini petani tetapi juga dari sisi konsumen 

yaitu masyarakat pengguna termasuk petani itu sendiri.Dari sisi konsumen tentu saja 

berkeinginan agar beras dapat diperoleh dengan harga murah/terjangkau, mudah 

diperoleh, tersedia setiap saat dan amanuntuk dikonsumsi.Sementara dari sisi 

produsen tentu selalu berharap harga jual tinggi yang memungkinkan diperoleh 

penghasilan yang memadai dari kegiatan usahataninya guna meningkatkan 

kesejahteran diri dan keluarganya.Untuk maksud tersebut harga, distribusi dan 

ketersediaan beras dikendalikan pemerintah melalui Perum Bulog, sehingga 

diharapkan tidak merugikan konsumen dan produsen. 

Dari beberapa persoalan yang sering dihadapi para petani salah satunya yakni 

persoalan pupuk, persoalan pupuk subsidi sebenarnya sangat komplek karena adanya 

disparitas harga yang sangat mencolok antara harga pasar dengan harga pupuk 

bersubsidi serta tingginya kebutuhan pupuk urea khususnya dari subsektor pertanian              

Kelangkaan pupuk selalu terjadi ketika musim tanam tiba dan selalu menjadi masalah 

yang begitu pelik.Masalah pupuk sebenarnya selalu berulang dan sebenarnya bisa 

menjadi masalah nasional.Subsidi pupuk selama ini diberikan kepada pihak produsen, 

sementara pemerintah menentukan HET.Transparansi dalam produksi dan biaya 

produksi pupuk diragukan kebenarannya, sehingga harga yang ditetapkan produsen 

dapat lebih tinggi dari semestinya.Belum lagi, harga pupuk di pasaran yang jauh lebih 



6 

 

 

 

tinggi dari harga pupuk bersubsidi, maka sangat rawan terjadi penyelewengan.
5
 

Persoalan dasar pupuk antara lain adalah persoalan harga, persoalan distribusi 

(ketepatan waktu pasokan), kualitas dan jumlah. Dan secara umum persoalan yang 

mengemuka dan sering dikeluhkan petani berkaitan dengan pupuk bersubsidi adalah 

harga melebihi jauh dari harga HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan 

pemerintah sehingga tidak terjangkau oleh petani dan  tidak tersedia dalam jumlah 

yang cukup atau bahkan tidak tersedia pada saat dibutuhkan dan masalah ini hampir 

selalu berulang setiap tahunnya.
6
 

Pupuk bersubsidi sendiri adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya 

mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas 

dasar program Pemerintah.
7
Sedang pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan 

dan penyalurannya diluar program PemerintahKebutuhan pupuk bersubidi di wilayah 

Kabupaten Sidrap yang mendapat julukan sebagai Kota Beras memang sebagian 

besar penduduknya khususnya di Desa Tanrutedong berprofesi sebagai petani dan 

akhir-akhir ini permasalahan menegani pupuk bersubsidi mengalami sedikit masalah 

atau hambatan, banyak petani yang mengeluhkan sulitnya mencari pupuk bersubsidi 

di kios-kios penjual pupuk, meraka hanya menemukan pupuk non subsidi itupun 

dengan harga yang cukup melambung tinggi dan sering terjadinya langkah pasok.  

Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Wilayah Tanrutedong dan sekitarnya tidak sesuai 

dengan realisasi pupuk yang diberikan pemerintah pada wilayah tersebut.Oleh karena 
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itu masih banyak kelompok tani atau petani yang mengeluhkan sering terjadinya 

langkah pasok atau sering kosongnya pupuk bersubsidi pada kios-kios toko pupuk 

pada wilayah tersebut. 

kebijakan Pemerintah dalam memenuhi pengadaan pupuk melalui pupuk 

bersubsidi memberi harapan kepada petani untuk dapat menghasilkan beras 

berkualitas, namun dalam proses pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi 

tersebut,menumakan beberapa masalah dalam implementasinya diantaranya:  

(a)  Model alur pendistribusian yang terlalu panjang, sehingga terjadinya keterlambat- 

an pupuk  pada  musim tanam dan mengganggu proses tanam. 

(b) kurangnya  pengawasan yang rutin atau continue, khusunya dalam penerapan 

harga pupuk bersubsidi yang telahditetapkan dalam kebijakan pemerintah, baik 

melalui keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, ataupun Keputusan Bupati, 

sehingga ditemukan beberapa  pengecer  yang  menggunakan harga diatas HET. 

(c) Adanya aturan pembelian pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) menyebabkan keterbatasan petani dalam memperoleh pupuk, 

sehingga menyebabkan petani harus menunggu ajuan baru yang prosesnya cukup 

panjang, bahkan sampai ada petani yang mencari pupuk sampai ke Kabupaten lain.
8
 

Dalam implementasinya, kebijakan yang diterapkan pemerintah belum sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.Dalam prakteknya pengadaan dan 

penyaluran pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan dan pembagian pupuk 

tidak merata dimasing-masing Desa. Maka dengan iniimplementasi peraturan menteri 
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pertanian Nomor:49 tahun 2020 tentang pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 

anggaran 2021 tujuan dari pelaksaan kebijakan ini adalah untuk mengkaji dan 

menganalisa seluruh proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh 

wilyah Indonesia. Di Kabupaten Sidrap khusunya di Desa Tanrutedong, dalam 

pengelolaan dan penyaluran pupukbersubsidi tidak berjalan dengan baik karena 

pupuk yang dikirim dari Kabupaten tidak langsung disalurkan ke Kecamatan yang 

selanjutnya dari Kecamatan diteruskan kepada kelompok tani di tiap-tiap Desa dan 

penjualan pupuk bersubsidi kadangkala melebihi harga sebenarnya. Sehingga 

berdampak bagi petani yang menyebabkan gagal panen diakibatkan karena 

terhambatnya proses penyaluraan pupuk tersebut. Hal ini yang menjadi fokus 

pemerintah dalam mendorong sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan.
9
 

Dalam proses jual beli pupuk bersubsidi yang biasa di lakukan oleh mayarakat 

Desa Tanrutedong yakni mengumpulkan data terlebih dahulu seperti kartu keluarga, 

kartu tani dan PBB (pajak bumi dan bangunan), selain itu penyaluran pupuk 

bersubsidi juga sangat dibatasi semisal dalam perhektarnya petani hanya bisa 

mendapatkan 100 kg atau sama dengan 2 sak saja,itupun petani harus membayar 

dengan harga tinggi. Para petani kadang merasa resah akibat kelangkaan pupuk yang 

bersubsidi mereka pun seringkali merasa di permainkan oleh pemerintah karena 

pupuk, pestisida dan kebutuhan pertanian lainnya sangat mahal sedangkan apabila 

tiba musim panen harga gabah yang di tetapkan sangat rendah kadang. 

 Berdasarkan latar belakang yang di atas maka peneliti tertarik untuk 

membahas dan melakukan penelitian dengan judul implementasi peraturan menteri 

                                                           
9
Kabupaten Kepulauan Talaud et al., “Issn : 2337 - 5736,” no. 2 (2017). 



9 

 

 

 

pertanian Nomor:49Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi Studi 

kasus di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam 

penelitian kali ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pendistribusian pupuk yang di terapkan oleh pemerintah 

khususnya di Desa Tanrutedong? 

2. Apa faktor penghambatsehinggapendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong 

Kabupaten Sidrap kadang telambat sampai di tangan petani? 

3. Bagaimana implementasi peraturan menteri pertanian berdasarkan hukum 

ekonomi islam?  

C. Tujuan Penelitian 

 Pada setiap hal yang dilakukan pasti memiliki atau mempunyai tujuan 

dan harapan yang ingin di capai dalam melakukan kegiatan demikian dengan 

kegiatan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, adapun suatu kegiatan 

yang mempunyai tujuan yang ingin di capai sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian pupuk yang terapkan oleh 

pemerintah khususnya di Desa Tanrutedong. 

2. Untuk mengatahuifaktor penghambat yang memepengaruhi keterlambatan 

pendistribusian pupuk khususnya di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap 

terlambat sampai di tangan petnai. 

3. Untuk mengetahui apakah implemetasi peraturan menteri pertanian sudah 

sesuai dengan hukum ekonomi islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini memberikan informasi 

kepada pembaca dan masyarakat mengenai implementasi peraturan 

menteri pertanian Nomor:49 Tahun 2020 tentang pendistribusian 

pupuk bersubsidi mengenai harga ecer tertinggi (HET).  

2. Secara praktis manfaat penelitian ini terkhusus untuk peneliti sendiri 

yakni menambah wawasan mengenai mengenai salah satu bahan 

pokok penting bagi kesehatan padi para petani yakni pupuk bersubsidi 

melalui proses pendistribusianya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh 

karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiarisme sambil menegaskan titik 

perbedaan ataupun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam 

penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait 

terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Saidati Maimanah 

dalam penelitiannya “praktik jual beli pupuk oleh koperasi nahdlatussalam kepada 

masyarakat di desa anjir serapat tengah kecamatan kapuas timur kabupaten Kapuas”. 

Berdasarkn penelitianya penulis memfokuskan penelitiannya pada system 

pembayaran yang atas jual beli pupuk yang di tunda tetapi hanya di bayar satu kali 

yaitu setelah musim panen dengan harga yang lebih mahal lagi dibandingkan harga 

pupuk yang sebenranya. Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang di mana penelitian yang saat ini lebih memfokuskan harga 

pupuk yang terbilang mahal tetapi di bayar kes.
10
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 Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaharudin Syah dalam 

penelitiannya yang ”Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Anjung 

Kecamatan Anjung” berdasarkan penelitian nya penulis memfokuskan penelitian nya 

pada Penyalur pupuk bersubsidi dari penegecer (Lini IV) kepada petanidan atau 

kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peratutan Menteri Pertanian 

Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 yangmana penyaluran pupuk bersubsidi 

kepada petaniatau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definiti Kebutuhan 

Kelompok) kepala dinas Provinsi dan Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 

alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Walikota lalu 

kemudian disalurkan pada Lini IV, pada Lini IV inilah pengecer resmi wajib 

menjamin ketersediaan pupuk dan resmi mendistribusikan pupukbersubsidi yang 

terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Adapun kesamaan 

penelitian ini, perlunya  dibentuk tim pengawasan untuk pelaksanaan pendistribusian 

pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang 

Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga EceranTertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian.
11

 

Ketiga, Adapun penelitian lain yang berkaitan yaitu “ Sistem distribusi 

berbasis relationship: kajian penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada 

petani” yang di jelaskan oleh Spudnik Sudjono yang memfokuskan penelitianya 

menegnai, kajian terhadap masa depan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka 
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Kaharudin Syah, Inti Wasiati, and M. Hadi Makmur, “Pelaksanaan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung,” Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember 1, 

no. 1 (2015): 1–14. 
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menunjang program ketahanan pangan nasional. Untuk itu dilakukan analisis 

terhadap paradigma pemasaran dan distribusi pupuk nasional dengan pendekatan 

pemasaran berbasis relationship marketing.Terdapat perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sekarang dimana penelitian sebelumnya 

menggunkan sistem relationship marketing sedangkan penelitian sekarang tidak 

menggunakan sistem tersebut, dan kesamaan dari penelitian ini  kasus kelangkaan 

pupuk di beberapa daerah dan sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, 

perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non subsidi, lonjakan harga di tingkat kios 

pengecer di atas HET (harga eceran tertinggi),
12

 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Teori implementasi hukum 

a. Pengertian implementasi hukum 

 Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu praturan 

atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. 

Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi 

terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang terpenting dari 

keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Implementasi menurut 

teori Jones “Those Activities directed toward putting aprogram into effect” (proses 

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn 

dan Meter: “Those actions by public andprivate individual(or group) that are 

achievement or objectives set forth inprior policy” (tindakan yang dilakukan 

                                                           
12

Spudnik Sudjono et al., “SISTEM DISTRIBUSI BERBASIS RELATIONSHIP : KAJIAN 

PENYEMPURNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI Relationship-

Based Distribution System : An Assessment on Improving Subsidized Fertilizers Distribution to the 

Farmers,” 2011, 313–30. 
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pemerintah). Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan.
13

 

b. Teori implementasi kebijakan 

Teori George C.Edwards III  

 Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel, Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. 

1) Komunikasi 

 Keberhasilan suatu implemetasi kebijakan apabila terdapat kerja sama yang 

baik antara produsen dan konsumen, apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan maka 

perlu di komunikasikan agar suatu kebijakan dapat terlakasana dengan baik. 

2) Sumber daya 

 Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber dayafinansial. 

3) Disposisi 

 Disposisi adalah watak atau sifat seorang produsen apabila seorang produsen 

memiliki sifat yang baik dan jujur makan suatu kebijakan akan bejalan dengan baik 
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Langsa,” 2017, 9–44, http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657. 



15 

 

 

 

namun jika produsen memiliki sifat yang tidak jujur maka akan terjadi ketidakadilan 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 

4) Struktur birokrasi 

 SOP menjadi pedoman bagi setiap produsen dalam bertindak. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, struktur di 

buat dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari aturan. 

c. Faktor-faktor yang memepengaruhi implemetasi 

 Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy)dan  lingkungan implementasi 

(context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup:   

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.  

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.  

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. 

 Van Meter dan Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam  buku Winarno), menggolongkan 

kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan 

yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta 

dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik 

yang paling penting setidaknya dalam dua hal:  
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1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari 

kebijakan-kebijakan sebelumnya.Untuk halini,perubahan-perubahan inkremental 

lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan 

drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang 

didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya 

merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap 

ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan 

tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang 

didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar 

dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan 

antara pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar.  

2)  Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi 

yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika 

lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. 

Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan 

yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang 

ada.
14

 

2. Teori Hukum ekonomi islam 

a. pengertian ekonomi islam 

  Mu‟amalah bersal dari kata „amala yu‟amilu mu‟amalatan yang 

berarti beraksi, bekerja, berproduksi, namun biasanya dengan kaitan 
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hukumnya kata “mu‟amalah” disandingkan dengan kata “fiqh” yang secara 

bahasa berarti “pemahaman” 

 Adapun pengertian ekonomi Islam  yang terdiri dari dua kata ekonomi 

dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan 

konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu  oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan  nomos  

yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan 

sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."Sementara 

yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang 

menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
15

 

b. Pengertian tas’ir al-jabary 

 Secara etimologi kata tas‟ir seakar dengan kata as-si‟r yang 

berarti penetapan harga, sedangkan al-jabary berarti secara paksa. 

Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut 

harga suatu barang, yaitu as‟saman dan as-si‟r.As-Saman, menurut 

ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan as-si‟r adalah harga 

yang berlaku secara aktual di pasar.Ulama fiqh juga menyatakan 

bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan dengan as-si‟r dan as-

tsaman. 

  Ada beberapa at-tas‟ir al-jabary menurut pengertian yang 

dikemukakan oleh sebagian ulama,sebagai berikut:  
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a) Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah): “Tas‟ir adalah 

penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang 

dilakukan penguasa kepada penjual makanan dipasar dengan 

sejumlah dirham tertentu”.  

b) Menurut Syaikh Zakaria Al-Ansari (Ulama Syafi‟iyah): “Tas‟ir 

adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar 

mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan 

harga tertentu”.  

c) Menurut Imam Syaukani: “Tas‟ir adalah intruksi pihak 

penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan 

kaum muslimin kepada para pelaku pasar agar mereka tidak 

menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan 

harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan 

kemaslahatan bersama”.  

d) Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani: “Tas‟ir adalah 

perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang mengatur 

urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak 

menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga 

tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar 

mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga 

itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya mereka 
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dilarang menambah dan mengurangi harga itu demi 

kemashlahatan bersama”.
16

 

c. Hukum Tas’ir dalam Fiqih Islam 

 Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat.Pertama, al-tas‟ir 

hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur.Sayyid Sabiq 

mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan 

tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi 

mahal.Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, 

dikarenakan daya beli mereka yang menurun.Sementara orang kaya dapat 

membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya.Hal ini semua 

menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.Kedua, at-

tas‟ir diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut 

Hanafiyah, diperbolehkan tas‟ir apabila terjadi kenaikan hargaharga barang, 

yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran.Sedangkan menurut 

Malikiyah, al-Tas‟ir ada dua bentuk, diperbolehkan al-tas‟ir apabila sebagian 

penjual menurunkan harga barang, maka tas‟ir pada bentuk ini diperbolehkan 

agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga 

pedagang kebanyakan.Ini bentuk pertama menurut Malikiyah.Bentuk kedua 

dari tas‟ir adalah membatasi para pedagang dengan harga tertentu, sehingga 

mereka tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditetapkan.Menurut 

Hanabilah, di antaranyya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan tas‟ir 

apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan 
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TAS‟IR AL-JABARY,” no. February (2021): 6. 



20 

 

 

 

pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka unttuk 

menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan 

pendapat Hanabilah tentang at-tas‟irPenguasa tidak boleh menetapkan harga 

terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.
17

 

d. Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Mewujudkan Keadilan 

Distributif 

 Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam.Sistem 

ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal penditribusian harus 

didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini 

adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak 

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan 

akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. 

Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung 

jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral 

Islam setiap individu tidak akan melalukan monopoli, tindakan korupsi, 

mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. 

Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha 

dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu 

keseimbangan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam 

pula, tidak memungkinkan individu menumpuk kekayaan secara berlebihan 

sementara mayoritas masyarakat berada dalam kemiskinan dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak 

pada sejauh mana keselarasan dan keseimbangan dapat dilakukan antara 
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kebutuhan material dan kebutuhan akan pemenuhan etika dan moral itu 

sendiri. Islam memandu nilai kebebasan dan keadilan ini dalam kerangka 

tauhid, yaitu menyadari potensi yang ada pada diri manusia adalah anugerah 

ilahi yang harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral 

yang tidak berkesudahan di muka bumi ini.Islam memandang pula bahwa 

pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan 

pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga 

memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua 

dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk di seperti pemahaman kaum 

kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk 

berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai 

keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang 

dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam 

pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur‟an agar supaya harta 

kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi 

diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat 

sebagai suatu keseluruhan.Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, 

penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan 

langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran 

kekayaan kepada masyarakat yang lemah. 
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3. Teori kesejahteraan 

a. Kesejahteraan menurut Al-Quran 

 Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir 

kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses 

sinegrisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distibusi, agar growth with 

equity betul-betul dapat realisasikan. Konsep kesejahteraan ini memiliki 

empat indikator utama yaitu: 

1) Sistem nilai islam, bsis dari kesejahteraan adalah ketika nilai 

ajaran islam menjadi panglima dalam kehidupan prekonomian 

suatu bangsa. 

2) Kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), kesejahtreaan 

tidak akan mungkin dirahi ketika kegiatan ekonomi tidak 

berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada 

sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan 

perdagangan. 

3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, suatu 

masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan 

dasar mereka tidak terpenuhi. 

4) Keamanan dan ketertiban social, kesejahteraan diukur oleh 

aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut 

sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antara kelompok 

dan golongan dalam masyarakat bisa di cegah dan 

diminimalisir.
18
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 Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang 

ekonomi.Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang 

diajarkan oleh Agama Islam ini.Namun kesejahteraan yang dimaksudkan 

dalam Al-Qur‟an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. 

Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt jika manusia melaksanakan apa 

yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. 

 Ayat-ayat Al-Qur‟an yang memberikan penjelasan tentang 

kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak 

langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ayat Al-Quran 

yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah Q.S Al-Araf : 7/10: 

َََ َ ََ  َ َََ َ ََََ 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 
dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 
sedikitlah kamu bersyukur. 

 Pada ayat ini, Allah swt mengingatkan kepada hambaNya untuk 

mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk 

mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk 

tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil 

tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangnya. 

 Penjelasan tentang kesejahteraan juga di jelaskan pada Al-Quran surah 

Al-Nahl: 16/97. 

 ََ ََََ َ َ َ  َ  َ ََ

  َ َ  َ َ َ ََََ 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami 
beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan. 

 Ayat di atas menjelaskan tentang Kesejahteraan merupakan jaminan 

atau janji dari Allah swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan 

yang beriman kepadaNya. Allah swt juga akan membalas berbagai amal 

perbuatan baik orangorang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari 

amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan 

puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh 

bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.
19

 

C. Kerangka Konseptual 

  Penelitian ini berjudul “implementasi peraturan menteri pertanian 

Nomor:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi Studi kasus 

di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)” 

untuk memahami lebih jelas tentang penelitian maka dipandang perlu untuk 

menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang 

memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari 

kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan  di uraaikan tentang pembahasan 

makna dari judul tersebut. 
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1. Implementasi 

 Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar BahasaIndonesia 

berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanyadikaitkan dengan 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapaitujuantertentu.Salah satu upaya 

mewujudkan dalam suatau sistem adalahimplementasi. Kebijakan yang telah 

ditentukan, karena tanpa implementasisebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. 

Implementasi merupakan suatu caara yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan 

yang diinginkan.
20

 

2. Distribusi 

 Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa inggris distribution yang artinya 

penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau 

jasa kepada beberapa orang atau tempat.
21

 

3. Peraturan menteri pertanian No:49 tahun 2020 tentang 

pendistribusian pupuk bersubsidi 

 Permentan adalah peraturan menteri pertanian yang mana mempuyaitugas 

menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, 

Kementerian Pertanian menjalankan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pertanian. 
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4. Kesejahteraan 

 Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada 

pada kondisi sejahtera.Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan 

ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, 

dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya 

hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan 

timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga..
22

 

D. Bagan Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di 

dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel 

yang lainnyaa. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema 

dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman 

baru penulisan karya tulis ilmiah yang di terbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian 

dala buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendeketan dan jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.
23

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode penelitian 

hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris, merupakan metode “penelitian 

hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan 

data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”. Penelitian Hukum 

Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta 

empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari 

wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan 

langsung.Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku 

manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris 
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didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan 

dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa 

disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum 

yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari 

fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
24

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap.Yang 

merupakan salan satu Desa yang mana mayoritas peduduknya berprofesi sebagai 

petani. Waktu penelitian dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam 

waktu ± (kurang lebih) 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

 

C. Fokus Penelitian 

 Adapun fokus penelitian pada proposal ini adalah untuk menganlisis sistem 

pendistribusian pupuk yang di maksud dalam judul yakni “implementasi peraturan 

menteri pertanian No:49 tahun 2020 tetntang pendistribusian pupuk bersubsidi studi 

kasus Desa Tanrutedong Kabupeten Sidrap (perspektif hukum ekonomi islam)”. 

Karna beberapa petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi dan jikapun ada 

pupuk yang teresedia para petani terpaksa membeli dengan harga di atas HET. 
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D. Jenis Dan Sumber Data 

 Sumber data ialah semua keterangan yang didapat narasumber ataupun berasal 

dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk 

keperluan penelitian tersebut, Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan 

pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. 

1. Sumber data primer 

 Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli atau informan dengan cara melakukan wawancara informasi yang mendukung 

keakuratan data, dimanainformanditempatkansebagaisumberutama data penelitian. 

Dalampenelitianini, yang menjadisumber data primer adalah data yang diperoleh 

dari hasil beberapawawancara denganbeberapa petani, hasilobservasiterkaitproses 

pendistribusian pupuk oleh agen pupuk dan petani di Desa Tanrutedong Kabupaten 

Sidrap. 

2. Data Sekunder 

 Data sekundermerupakansumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

maka yang harus kita lakukan hanyalah mencari dan mengumpulkan data-data yang 

berkaitandenganpermaslahanobjek yang dikaji. Data Sekunderdiambildaribuku-buku 

dan karyatulistentang pendistribusian, implemetasi, ekonomi Islam, kesejahteraan  

dan lain-lain.
25
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E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data ialah langkah yang paling starategis dalam peneliti, 

karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, 

pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan 

memanfaaatkan dokumen pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data 

yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Adapun teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data 

dalam penyusunan ini ialah: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.26Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, pemilik toko dalam hal ini 

(agen pupuk) dan beberapa petani. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, 

memperhatikan, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan 

tertentu. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipasif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui 
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pengamatan secara lagsung dan mengumpulkan data dengan 

pengamatan di lokasi terkait judul “Implementasi peraturan menteri 

pertanian No:49 tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi 

studi kasus Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap (perspetif hukum 

ekonomi islam)”. 

3. Dokumentasi  

Dokumntasi di gunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data 

tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik 

dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-

milih dokumen sesuai engan tujuan penelitian, mencatat,dan menerangkan, 

menfasirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.
27

Dalam hal 

ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang 

terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan 

dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam, catatan, 

dan lain-lain. 

F. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dimaksudkanuntukmenjawabkeraguan. Adapun keabsahan 

data dalampenelitiankualitatifterdiridari: 

1. Uji kredibilitas merupakan suatu pengujian kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang dilakukan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk uji 
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kredibilitas yaitu dengan melakukan pengamatan ulang ke sumber data untuk 

memasikan bahwa data yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang 

disampaikan oleh narasumber. Kedua yaitu menggunakan bahan referensi, 

maksudnya yaitu adanya bukti pendukung untuk memverifikasi data yang 

telah didapatkan.
28

 

2. Transferability (Keteralihan)  

Uji transferabilitas (keteralihan) untuk memastikan tingkat akurasi data agar 

dapat diimplementasikan hasil penelitian yang didapatkan ke populasi dimana 

sampel didapatkan.Agar hasil penelitian dapat mudah dipahami, maka dibuat 

laporan yang jelas, mudah dipahami, serta sistematis. Adapun cara untuk 

mendapatkan laporan penelitian yang jelas dan mudah dipahami yaitu dengan 

melengkapi penelitian dengan hasil wawancara, dokumentasi berupa poto dan 

rekaman suara.  

3. Dependability (Kebergantungan)  

Uji dependabilitas (kebergantungan) dalam penelitian kualitatif bertujuan 

untuk mengantisipasi kekeliruan pada konsep penelitian, perolehan data, 

interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Dengan cara melakukan 

pemeriksaan pada seluruh proses penelitian.  

4. Confirmability (Objektivitas)  

Uji konfirmasi (uji objektivitas) artinya yaitu suatu pengujian untuk 

mendapatkan hasil yang dapat disepakati banyak orang. Uji konfirmasi dan uji 

dependabilitas hamipr sama dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat 
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dilakukan bersamaan. Uji konfirmasi artinya pengujian terhadap hasil yang 

didapatkan kemudian dikaitkan dengan proses yang telah ditempuh. Jika hasil 

penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi. Uji objektivitas 

artinya upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang nyata atau benar-benar 

terjadi. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur 

klasifikasi.Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara(observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman)dan biasanya diproses terlebih 

dahulu sebelum siap digunakan(melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak 

menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu 

analisis. 

1. Reduksi data 

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. Jadi dalam penelitian kualitaatif dapat disederhanakan dan di 
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informasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui 

ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih 

luas, dan sebagainya. 

2. Metode penyajian data 

Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun 

yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian 

data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang 

diperoleh. 

3. Menarik kesimpulan 

 Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi 

ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seseorang penganalisis 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan menjadi lebih 

terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan caatatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah 

sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.
29

 

 Adapun hasil yang di harapkan dalam tahapan ini yaitu diperolehnya 

informasi tentang implemetasi peraturan menteri peranian No:49 Tahun 2020 

terhadap pendistribusian pupuk yang di tinjau dari hukum ekonomi islam. 
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BAB IV 

HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong 

 Distribusi adalah salah satu bagian dari pasaran.Distribusi juga dapat 

diartikan kegiatan pemasaran yang memperlacar dan mempermudah 

penyampain barang dan jasa sehingga penggunaanya sesuai dengan yang di 

perlukan.Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari 

produsen bisa sampai ketangan konsumen dengan efektif.Begitupun dengan 

proses pedistribusian pupuk di berbagai wilayah salah satunya di kabupaten 

Sidrap. Kabupaten Sidrap di kenal dengan kota beras karena rata-rata 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil panen, 

begitupun masyarakat yang berada di Desa Tanrutedong memeliki lahan 

pertanian yang cukup luas. Dengan begitu ketersediaan sarana dan prasarana 

untuk pertanian di Desa Tanrutedong diusahakan oleh petani maupun dari 

pemerintah, terkhusus untuk pupuk bersubsidi. Proses pendistribusian pupuk 

yang diterapkan di Desa Tanrutedong sebagai mana yang di jelaskan oleh 

Bapak Kamaluddin selaku pengecer atau agen pupuk menyatakan bahwa 

proses pendistribusian pupuk di wilayah Tanrutedong adalah: 

1. Pendaftaran di RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok) 

“biasa engka tau melli soli pupuk nasaba depa na terdaftar asenna ko 

sistem‟e, nappai rekko melo matu mendaftar ko RDKK we haruspi na 

bawa foto copy KTP, foto copy KK, sibawa PBB na, pura pi matu le daftar 

nappa wedding runtu harga subsidi, tapi iye makkokkoe beda ni sistem na 

apana engkana yaseng kartu tani ero pakkamajana terhubung laoi ko 

BANK e  tinggal le gese-gese meni idi pengecer we”. 
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Artinya: 

“Terkadang ada pembeli yang mendapat harga mahal karena namanya 

belum terdaftar di sistem, setelah akan melakukan pendaftaran di RDKK 

harus membawa foto copy KTP, foto copy KK, dan PBB, nanti setelah di 

daftar barulah akan mendapat haraga subsidi, tapi sekarang sistem nya 

sudah beda karna sudah ada pembayaran melalui kartu tani dan terhubung 

ke BANK dengan sistem di gesek oleh pengecer atau agen pupuk”.
30

 

2. Menunggu konfirmasi dari sistem 

”namato mederri pura tauwe mendaftar tapi sistem mederri de 

naterima deto na terdaftar asenna ko RDKK we maderri eror sistem e” 

Artinya: 

“walapun sudah melakukan pendaftaran tetapi terkadang sistem 

menolak maka namanya juga terdaftar di sistem RDKK, sistemnya 

terkadang eror” 

3. Pengambilan surat pengantar ke distributor untuk di stor ke gudang 

“sebelum di salurkan ke petani saya mengambil surat pengantar dari 

distributor untuk di setor ke Gudang Petro Parepare, setelah tiba di Rumah 

baru akan di informasikan ke Kapoktan untuk nanti di salurkan ke petani 

sesuai dengan bagianya masing-masing”
31

 

 

  
 

Gambar 1.2. Surat pengantar pupuk Urea 

                                                           
 

30
Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023. 

 31
Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023. 
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  Gambar 1.3.Surat pengatar pupuk PHONSKA 

 

 Pengambilan surat pengantar dari distributor ke pengecer atau agen 

pupukdengan tujuan sebagai surat permohonan atau pengantar untuk 

pengambilan pupuk yang nantinya akan di bagikan ke petani penbambilan 

pupuk dari gudang diadakan selam 3 kali dalam seminggu semisal hari senin 

permintaan untuk di antarkan sebanyak 20 ton maka akan di proses dan di 

antarkan besoknya begitupun di hari berikutnya melakukan permohonan di 

hari rabu makan akan di antarkan di hari kamis dan setersunya sampai targer 

yang di tetapakan dalam RDKK tercapai. Target yang di berikan oleh RDKK 

menghamipiri 1000 ton untuk 3 wilayah tetapi orderan pengecer ke pihak 

distributor tergantung modal dari pihak pengecer asalkan tidak melalui batas 

yang di tetapkan oleh RDKK, karena jika melebihi dari batas RDKK maka 

akandikenakan denda. Semua sistem yang di terapkan oleh pemerintah hampir 

sama di semua daerah tetapi untuk saat ini sistem untuk pembelian pupuk 
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bersubsidi seperti yang di jelaskan oleh Bapak Hamsah selaku Kapoktan 

(ketua kelompok tani) bahwa: 

“Beda ni makkokkoe sistem na narekko melo ni tauwe mala pupuk 

dena nakkamaja tunai melalui kartu tani ni lollong rekening ni aga 

tapi depa na tabbage maneng iye kartu tani e apana depa na pasti 

berlaku moga matu ero apana depa na jaji maneg kartu na paggalung 

nge” 

Artinya : 

“sistem sekarang sudah beda ketikan akan membeli pupuk sudah tidak 

melakukan pembayaran secara tunai tetapi sudah melalui kartu tani 

dan sudah ada buku rekening nya tetapi saat ini kartu tani nya belum 

terbagi ke seluruh petani karna belum ada kepastian berlaku atau 

tidaknya sistem tersebut karena masih banyak kartu tani yang belum 

jadi”.
32

 

 

 

 
 

Gambar 1.4. Kartu Tani dan Buku Rekening 

 

4. Penyeluram atau pengantaran ke Rumah petani  

 Pada tahap inilah petani akan membayar lebih dari harga pupuk yang 

sebenarnya karna ada biaya tembahan yang harus di bayar sebagai ongkos 
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 Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal07 januari 

2023. 
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sewa mobil dan sewa jasa orang yang membawa pupuk ke Rumah petani 

tersebut.  

 Semua sistem yang diterapkan oleh pemerintah wajib di ikuti oleh para 

petani untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan HET, walaupun 

demikian tetap masih banyak keluhan dari para petani mengenai ketersediaan 

pupuk subsidi, seperti yang di kemukakan oleh Bapak Landahing selaku 

petani atau pembeli bahwa: 

“makaladde ni rejjing le sappa pupuk subsidi e apa ko engkani tawata 

pole ko agen nge maderri dena genne yampo, jaji laoki sih sappa 

pupuk na dena wedding makkoling ngi melli apana siko miro tawata 

pole ko pemerintah, jadi terpaksa laoki kampon na tauwwe sappa 

pupuk eropung ko engka lebbi pupuk na yelli soli si”. 

Artinya: 

“sangat susah di cari pupuk yang subsidi karna jika pembagian pupuk 

sudah ada dari agen terkadang tidak cukup di sebar, jadi terpaksa kami 

mencari pupuk karna sudah tidak bisa di tambah karna jatah sudah 

jatah dari pemerintah, jadi terpaksa saya ke kampung orang mencari 

pupuk itupun jika ada lebih nya dan di beli dengan harga mahal”.
33

 

 Keluhan yang sama juga di kemukakan oleh Bapak Salehe Lammase 

karna dia pernah sampai ke luar Daerah mencari pupuk dia mengatakan 

Bahwa: 

“iya pura laloka lettu Belawa sappa pupuk apana maderri koro banjir 

jaji gagal paneng ngi tauwe jadi ero pupuk na pura e nellii 

natangkung ngi tauwe koro Ero na nabalu soli ko engkana paggalung 

sappa pupuk” 

Artinya : 

“saya pernah sampai di Belawa cari pupuk karna di wilayah sana 

rawan banjir jadi otomatis gagal panen jadi pupuk yang sebelumnya di 
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Wawancara dengan Bapak Landahing (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 

januari 2023. 
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beli di jadikan stok di sana apabila ada petani yang kebetulan cari 

pupuk maka di jual dengan harga mahal”.
34

 

 Bukan hanya satu dua orang saja yang mengeluh akan keadaan pupuk 

yang langka atau sudah di batasi oleh pemerintah, Bapak Lasanati juga 

mengatakan hal yang sama bahwa: 

“maderri dena genne ero tawata pole ko pengecer e, dena wisseng 

makkada aga passabarenna apana maderri to engka paggalung lebbi 

to pupuk na engkato dena genne koniro maderri nacculewei hargana 

pupuk na ero engkae lebbi koniro maddereke paggalung nge”. 

Artinya: 

“terkadang jatah dari pihak pengecer tidak cukup, entah apa yang 

melatar belakangi karena terkadang ada petani yang lebih pupuk nya 

ada juga yang kurang di situlah terkadang harga pupuk di mainkan 

bagi yang ada kelebihan disitulah terkadang petani mengeluh”.
35

 

 Menganai harga pupuk yang bersubsidi pihak pengecer atau 

agen pupuk itu sendiri menyampaikan ke Kapoktan jika terjadi 

perubahan harga Bapak Hamsah menjelaskan bahwa: 

“biasa ko melo berubah harga e pole ko pemerintah na sampaikan sa 

agen pupuke tapi ero hargana pupuk e jarang pa na berubah” 

 

Artinya: 

“jika akan terjadi perubahan harga pupuk dari pemerintah agen pupuk 

akan menyampaikan tapi harga pupuk sangat jarang terjadi 

perubahan”
36

 

 Bapak Lababa membetulkan hal tersebut beliau menjelaskan 

bahwa: 

“biasa memang engka pertemuan, yobbi maneng panggalung nge lao 

sipulung ko bolana ketua kelompok tani e koniro matu le jelaskan 

meneng nihale-hale na pupuk e” 
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Wawancara dengan Bapak Lasanati (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 

januari 2023. 
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Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 

2023. 
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Artinya: 

“terkadang memang ada pertemuan, semua petani akan di panggil 

untuk hadir di Rumah ketua kelompok tani di sana nanti akan di 

jelaskan hal-hal terkait pupuk”
37

 

 Terlepas dari komunikasi antara agen pupuk dan konsumen 

(petani) mengenai harga dan hal-hal yang terkait dengan pertanian 

khususnya pada pupuk, hal yang utama agar proses pendisribusian 

pupuk dapat berjalan dengan lancar adalah sumber daya yang di 

butuhkan, sumber daya yang di maksud adalah sumber daya manusia, 

Bapak Kamaluddin menjelaskan bahwa: 

“pemerintah biasa pusing narekko mega keluhan pole ko 

paggalung‟nge masempo ni harga na pupuk e naseng mopi masoli, 

dalam artian de na terjaling kerja sama e yang baik” 

Artinya: 

“pemerintah terkadang pusing jika banyak keluhan dari petani harga 

pupuk sudah terbilang murah tetapi masih di sangka mahal, dalam 

artian tidak terjalin kerja sama baik”
38

 

 Bapak Herman menjelaskan tentang bagaimana keluhan petani 

bahwa: 

“pekkoni carana de na mangeluh panggalun‟nge apana iya engka 

galungku macawe perbatasang Sidrap sibawa Wajo laing toi agen 

pupuk wonroi mala pupuk laing toi ko Tanrutedong beda memang 

biasa waja e, lebih masempoi waja e ko sideppena perbatasang dari 

pada ko Tanrutedong.” 

Artinya: 

“bagaimana tidak petani tidak mengeluh karna saya memilik sawah 

yang letaknya dekat dengan perbatasan Sidrap dengan Wajo lain juga 

dengan agen pupuk yang saya tempati ambil dengan yang ada di 

Tanrutedong  dan memang harga yang saya bayar memang beda, lebih 
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Wawancara dengan Bapak Lababa (pembeli/petaani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 

januari 2023. 
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Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal09 januari 2023. 



43 

 

 

 

murah yang ada di dekat perbatasan di bandingkan dengan yang ada di 

Tanrutedong.
39

 

 Proses pendistrubusian akan berjalan dengan baik jika terjalin kerja 

sama yang baik, selain itu dalam proses pendisribusian harus sesuai dengan 

kebijakan. Dari beberapa pernyataan yang di dapat dari para petani mengenai 

harga pupuk subsidi ternyata harga pupuk subsidi tidak pernah melenceng dari 

HET hanya saja ada beberapa biaya yang harus di bayar petani ketika pupuk 

sudah di antarkan, sesuai dengan implementasi peraturan menteri pertanian 

No:49 Tahun 2020 terhadap pendistribusian pupuk BAB V pasal 12 ayat 1 

“pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk subsidi sesuai HET”. Dari hasil 

wawancara agen pupuk atau pengecer menjelaskan mengenai harga pupuk 

mulai dari tahun 2018-2021 dan kini di tahun 2022 ada perubahan mengenai 

harga pupuk bersubsidi, Bapak Kamaluddin selaku agen pupuk memberikan 

data mengenai harga pupuk di tahun 2018-2021: 

JENIS PUPUK BERSUBSIDI HARGA PER SAK/50 Kg 

Urea Rp.90.000 

ZA Rp.70.000 

SP-36 Rp.100.000 

NPK-PHONSKA Rp.115.00 

PETROGANIK Rp.20.000/(40 kg) 

Tabel 1.1. Harga pupuk bersubsidi di tahun 2018-2021 

 Di tahun 2022 terjadi perubahan harga pupuk bersubsidi, terdapat  

kenaikan harga di bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya jika di 

                                                           
 39

Wawancara dengan Bapak Herman (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 
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bandingkan dengan dengan harga pupuk sebelumnya di tahun ini harga pupuk 

bersubsidi terbilang cukup mahal bagi para petani. Berikut harga eceran 

tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berdasarkan peraturan menteri pertanian 

No:49 Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020): 

JENIS PUPUK PER Kg PER KARUNG 

Urea Rp.2.250 Rp.112.500 

ZA Rp.1.700 Rp.85.000 

SP-36 Rp.2.400 Rp.120.000 

NPK PHONSKA Rp.2.300 Rp.115.000 

PETROGANIK Rp.800 Rp.32.000 

Tabel 1.2. HET PARMENTAN No:49 Tahun 2020 

 Berdasarkan tabel di atas memang terlihat sangat jelas kenaika harga 

pupuk dari tahun ke tahun, maka dari itu petani seringkali mengeluh jika 

harga pupuk dari tahun ke tahun memang selalu naik, begitu yang di jelaskan 

oleh Bapak Saleh selaku petani/pembeli ia beranggapan bahwa: 

“ero ellinna pupuk maka soli nappani ellina gabah e masempo tegani 

ellinna racun nge maka maneng topa soli, ero pupuk e engkasi matu 

na runtu panggalung nge maka si soli apana Tania ni ko pengecer e 

mala, melli seliweng meni apana le batasi pupuk bersubsidi ko 

pengecer e lalenna ta 1 hekto ta 100 kg, ero 100 kg 4 sak pupuk 

tawana panggalunge”. 

Artinya : 

“pupuk itu sangat mahal terus harga gabah yang murah belum lagi 

harga racun yang juga terbilang mahal, terkadang ada pupuk yang di 

dapat petani tapi dengan harga yang mahal karna sudah bukan lagi 

mengambil di pengecer, akan tetapi beli di luar agen karna pupuk 

bersubsidi di batasi dalam 1 hektar hanya 100 kg, yang di maksud 100 

kg setara dengan 4sak/karung pupuk jatah petani”.
40
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 petani tidak punya pilihan lain selain memakai pupuk yang bersubsidi, 

Karen jika tidak melakukan pemupukan maka akan sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan padi, begitu yang di jelaskan oleh Bapak Basri Lababa 

selaku pembeli dan petani ia mengemukakan bahwa: 

“lalenna ta siseng nge paneng bekka dua I tau we ma pupuk na biasa 

to matengge engka pupuk e na matengge toni le pupuk ase we maderri 

ni dena subur asewe ko wettunna na le pupuk na terlambat ki pupuk ”. 

Artinya: 

“dalam sekali panen terdapat dua kali pemupukan terhadap padi tetapi 

terkadang ada keterlambatan jadi kita juga terlambat melakukan 

pemupukan terhadap padi sehingga mempengaruhi kesuburan padi 

ketika sudah tiba waktunya di pupuk akan tetapi kita terlambat untuk 

memupuk”.
41

  

 Selain itu jika tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi maka harus 

menggunakan pupuk yang non subsidi agar padi para petani dapat tumbuh 

subur. Bapak Kamaluddin memberitahukan mengenai harga pupuk yang non 

subsidi: 

JENIS PUPUK HARGA PER 20 Kg 

NPK-PELANGI Rp.250.000 

PONSKA Rp.290.000 

UREA Rp.200.000 

Tabel.1.3. Harga pupuk Non subsidi 
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Wawancara dengan Bapak Basri Lababa (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 

januari 2023. 
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B. Faktor penghambat pendistribusian pupuk di Desa Tanrutedong 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat di 

pisahkan  dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga 

akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhui kebutuhan hidupnya. Di 

sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga 

dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, 

maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia 

membutuhkan kerja sama dan saling membantu satu sama lain yang dalam 

fiqh di sebut dengan muamalah. 

 Kegiatan prekonomian tidak terlepas dari muamalah, salah satu satu 

sektor yang menjadi penyangga ekonomi nasional adalah sektor pertanian, 

sektor pertanian ini juga memegan peranan yang sangat penting dalam upaya 

pengurangan kemiskinan dan penggangguran di beberapa wilayah.Sebagai 

Negara agraris, Indonesia merupakan penghasil produk-produk pertanian 

dunia seperti karet, kelapa sawit, termasuk produk pangan seperti padi, 

jangung dan kedelai, di mana masyarakat banyak yang hidup dari sektor 

pertanian. 

 Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat 

memepertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang 

merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Indonesia sebagai Negara dengan 

jumlah penduduk  yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam 

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan, oleh 

karena itu pencapaian produksi pertanian yang terus di barengi dengan alih 
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fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah.Di samping lahan, 

infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim)dan permodalan petani, 

ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk 

merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan 

produksi pertanian. 

 Paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai subyek, 

bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional.Karena 

itu pembangunan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya 

memberdayakan ekonomi petani/produsen.Upaya tersebut dilakukan untuk 

mempersiapkan masyarakat petani menjadi mandiri dan mampu memperbaiki 

kehidupan mereka sendiri.Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi 

pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani menuju suatu 

masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. 

 Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus 

memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan ketahanan pangan 

yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusaha tani, salah satunya yaitu 

pemberian subsidi.Subsidi merupakan instrument pemerintah dalam 

melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan sebagai hasil dari 

suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh produsen 

yang naik hingga di atas harga yang mampu di bayar konsumen, Sebenranya 

harga dari pihak pengecer tetap sama dari apa yang diterapkan oleh 

pemerintah, penyaluran pupuk ke petani berjalan sesuai peraturan yang di 

terapkan oleh pemerintah, Bapak Hamsah selaku Kapoktan di Desa 
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Tanrutedong menjelaskan mengapa pupuk bersubsidi di batasi oleh 

pemerintah bahwasanya: 

“ero Pemerintah mega laddeni inrenna ko Negara e mega ladde na 

waja subsidinna pupuk e nappa dena siaga le pabelliangi paggalung 

nge jadi dena sibanding, nampeng nge le batasi pupuk subsidi e, 

nappani ero sitongenna ellina pupuk e rata pada-pada maneng le 

pabbeliangi paggalung nge sesuai mo sibawa harga pole ko 

pemerintah, maderri mitu beda-beda nawaja paggalung nge nasaba 

engka yaseng saro essang sibawa saro na otoe tergantung pole ko 

jarak na bolana”. 

Artinya: 

“Pemerintah mempunyai banyak hutan di Negara karena membayar 

subsidi pupuk sedangkan harga yang di berikan kepada petani tidak 

sebanding, maka dari itu pupuk subsidi di batasi, dan sebenarnya harga 

pupuk itu rata sama-sama yang dibelikan para petani sesuai dengan 

harga pemerintah, hanya saja yang harus di bayar petani  beda-beda 

karna adanya biaya pikul dari orang yang mengantar dan biaya mobil 

tergantung dari jarak tempuh ke rumah masing-masing”.
42

 

 Walapun demikian stok pupuk yang bersubsidi di pengecer tidak selalu 

ada, terkadang sering terjadi keterlambatan masa pemupukan pada padi 

karena beberapa kendala dan terkadan juga ada beberapa petani 

yangmendatangi pihak pengecer dengan rasa kesal karena pupuk yang akan di 

paki lambat sampai di tangan petani, Bapak Kamaluddin selaku pengecer 

mengatakan Bahwa: 

“biasa terjadi keterlambatan karena pemakaian pupuk yang 

bersamaan di berbagai Daerah dan keterlambatan produksi, biasa 

juga ada petani yang datang ke Rumah komplen karena pupuknya 

lambat sampai di Rumah petani”.
43

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya faktor-faktor yang 

menjadi kendala pihak pengecer adalah  
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Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 

2023. 
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 Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong  

tanggal 09 januari 2023. 
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1. Adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain.  

 Desa Tanrutedong sendiri yang memiliki lahan pertanian yang 

sangat luas dan rata-rata masyarakatnya yang bertahan hidup dari hasil 

pertanian itu sendiri memang sangat membutuhkan pupuk yang 

bersubsidi itu karena tanpa pupuk maka kesuburan padi para petani 

akan berpengaruh, petani akan sangat mengusahakan bagaimana cara 

untuk mendapatkan pupuk jika stok di pengecer tidak ada. Begitupun 

dengan daerah lain jika terjadi waktu yang bersamaan ketersediaan 

pupuk di wilayah akan sulit. 

2. Keterlamabatan produksi 

 Keterlamabatan produksi ini juga akan sangat berpengaruh 

ketika musim tanam tiba jika pupuk terlambat di produksi maka akan 

terlambat juga proses pendistribusiannya. Tetapi jika produsuksinya 

cepat maka akan lancar juga proses pendistribusiannya. 

3. Faktor cuaca 

 Faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap pendistrubusian 

pupuk karna apabila cuaca yang kurang mendukung makan 

transportasi atau dalam hal ini kapal yang pengangkut pupuk akan 

terkendala di jalan karna terombang ambing dengan ombak. 
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C. Impelemtasi Peraturan menteri pertanian No:49 Tahun 2020 

berdasarkan hukum ekonomi islam 

 Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah kementerian negara 

di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan 

pertanian.Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang 

Menteri Pertanian. Peraturan menteri yang di maksud adalah peraturan 

menteri pertanian No:49 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran 

tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. Pada BAB I 

Ketentuan Umum Pasal I Dalam peraturan menteri ini yang di maksud 

dengan: 

a. Bahwa pupuk bersubsidi memliki peran penting untuk meningkatkan 

produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan nasional. 

b. Bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan 

harga. 

Dan memutuskan tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk 

berubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021. 

1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan 

dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan 

di sektor pertanian. 
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2. Penambahan luas areal tanam baru yang selanjutnya disingkat PATB 

adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum 

ditanami padi, jagung, dan/kedelai. 

3. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat 

LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk di lindungi 

dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok 

bagu kemandirian, ketahanan, dan kadaulatan pangan nasional 

4. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga Negara Indonesia 

perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani 

di bidang tanaman pangan, horticultural, perkebunan, peternakan 

dan/atau budidaya ikan. 

5. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar 

kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

anggotanya. 

6. Rencana definitif kebutuhan kelompok tani pupuk bersubsidi yang 

selanjutnya disebut RDKK pupuk bersubsidi adalah rencana 

kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun berdasarkan musyawarah 

anggota kelompok tani. 

7. Pupun an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secaraa kimia, 

fisika, dan/atau biologi, dan merupakan hasil industry atau pabrik 

pembuat pupuk. 
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8. Pupuk organic adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran 

hewan, bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah 

melalui proses rekayasa , berbentik padat atau cair. Dapat diperkaya 

dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk 

meningjatkan kandungan hara dan bahan organic tanah serta 

memperbaiki sifat, kimia dan biologu tanah. 

9. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya di singkat HET adalah harga 

pupuk bersubsidi yang di tetapkan oelh menteri untuk di beli oleh 

petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di 

penyaluran lini IV. 

10. Kartu tani adalah kartu yang di keluarkan oleh perbankan petani untuk 

digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin  

electronic data capture  di pengecer resmi. 

11. Electronic data capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin 

yang berfungsi sebagai sarana penyedia penebusan pupuk bersubsidi 

dengan cara memasukkan atau menggesek kartu tani di pengecer 

resmi. 

12. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan peraturan 

menteri perdagangan tentang pengadan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi sektr pertanian. 

13. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi 

baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor 
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14. Direktur jendral adalah pejabat tinggi madya kementerian pertanian 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk. 

15. Kepala dinas provinsi dam kepala dinas kabupaten/kota adalah kepala 

dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan saran 

pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya. 

 Peraturan menteri pernaian di buat dengan harapan pihak-pihak terkait 

dapat menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimna mestinya 

agar sektor pertanian dapat berkembang dengan baik dan kehidupan para 

petani dapat sejahtera. 

 Kesejahteraan manusia merupakan hal yang utama dalam islam karna 

dalam prakteknya, Rasulullah Saw membangun suatu prekonomian yang 

dulunya dari titik nol menjadi suatu prekonomian yang besar yang mampu 

menembus keluar dari jazirah Arab. Berdasarkan implementasi peraturan 

menteri pertanian No:49 Tahun 2020 di tinjau dari ekonomi islam dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi islam, adapun implementasi 

kebijakan adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

Keberhasilan suatu implementasi jika apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakannya telah di sampaikan kepada kelompok sasarana 

seperti mengenai harga pupuk, seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Kamaluddin selaku agen pupuk bahwa: 
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“biasa ko engka perubahan harga otomatis nisseng maneng 

masyarakat e Tania informasi pole ko pengecer tapi informasi pole ko 

pemerintah sibawa media massa” 

Artinya: 

“jika akan terjadi perubahan harga otomatis akan di ketahui oleh 

masyrarakat bukan informasi dari pihak pengecer tetapi informasi dari 

pemerintah dan media massa” 
44

 

 Beberapa tahun yang lalu sebelum terjadi perubahan harga 

pernah diadakan sosialisasi atau pertemuan yang diadakan oleh 

pemerintah yang bekerja sama dengan agen pupuk dan kapoktan 

dengan mengundang seluruh petani untuk menghadiri pertemuan 

tersebut dalam rangka agar petani mendapat infomasi mengenai pupuk 

bersubsidi dan bantuan-bantuan yang akan di berikan ke kapoktan 

yang nantinya semua petani dapat menggunakan bantuan tersebut. 

2. Sumber daya 

 Sumber daya yang di maksud adalah sumber daya manusia dan 

sumber daya financial, Bapak Kamaluddin selaku pengecer atau agen 

pupuk menjelaskan bahwa: 

“dari pengecer sendiri tidak pernah mengeluarkan bantuan ke pada 

petani, tetapi pemerintah yang memberikan bantuan kepada Ketua 

kelompok tani untuk di berikan kepada anggota kelompok tani biasa 

berupa benih, dan pupuk cair” 

 Bapak Hamsah selaku ketuan kelompok tani membetulka hal 

itu ia menytakan bahwa: 

“biasa memang engka bantuan pole ko pemerintah berupa benih, 

sibawa pupuk tapi Tania pupuk subsidi, pupuk cair mi” 
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 Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023 
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Artinya: 

“kadang memang ada bantuan dari pemerintah berupa benih dan 

pupuk tapi bukan pupu bersubsidi melainkan pupuk cair”
45

 

 Sumber daya yang berupa bantuan-bantuan yang sering di 

berikan kepada petani berupa benih yang nantinya akan di tanam 

petani di lahannya dan ada juga berupa pupuk cair yang di berikan 

oleh pemerintah biasanya pupuk cair yang di berikan ini tidak di 

digunkan oleh petani, biasanya pupuk cair yang di berikan digunakan 

untuk memupuk tanaman-tanaman yang lain seperti cabai, jagung, dan 

lain-lain. Di awal tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak pernah di 

adakan sosialisasi lagi di karenakan pada awal tahun 2020 mulai 

menyebarnya virus corona (covid-19) sampai pada tahun 2021 semua 

kegiatang yang berhubungan dengan keramaian di hentikan dan tahun 

2022 sampai pada tahun 2023 belum pernah di adakan lagi sosialisasi 

oleh pemerintah terkait dengan sektor pertanian. 

3. Disposisi 

 Disposisis yang di maksud adalah watak dari seseorang 

apabilan watak dari seseorang itu baik makan kebijakan yang di 

terapkan akan berjalan degan baik juga. Bapak Kamaluddin 

menjelaskan tentang hal ini bahwa: 

“kita sebagai pengecer harus rama dan sabar menghadapi konsumen 

karna kita sebagai pengecer atau agen memang paham apa yang di 

rasakan oleh petani tentang pupuk ini, pengeluaran petani memang 
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 Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 

2023 
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banyak tapi apa boleh buat kami mengikuti harga yang sesuai dengan 

harga RDKK jadi semua rata”
46

 

 Pelaksana kebijakan dalam hal ini yang di maksud adalah agen 

pupuk, agen pupuk sendiri sudah merasa telah melaksanakan semua 

kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah terkait dengan pupuk 

subsidi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada salah satu petani 

yang memberikan pernyataan bahwa salah seorang keluarganya yang 

sebenarnya sudah terdaftar dalam RDKK dari beberapa tahun yang 

lalu tetapi ia baru mengetahui hal tersebut di tahun 2022 bahwa 

sebenrnya dia sudah terdaftar dalam sistem RDKK, di sini agen pupuk 

yang sebenarnya yang megetahui hal tersebuttidak menyampaikan 

kepada pihak yang bersangkutan dan jatah yang sebenrnya di terima 

oleh petani itu di simpan oleh agen dan di situlah ia berkesempatan 

untuk menjual di atas HET karena sudah di luar dari jatah petani yang 

apabila sewaktu-waktu ada petani yang masih membutuhkan pupuk. 

4. Struktur birokrasi 

 Struktur organisasi adalah standar operasional prosedur atau 

yang di singkat dengan SOP berikut adalah teknis  pengelolaan pupuk 

bersubsidi sesuai yang tertera pada BAB II Pelaksanaan: 

a. Pengorganisasian  

 Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian 

sebagai berikut:  
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Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk). Di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023 
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a) Tingkat Pusat/Kostranas 

 Tingkat Pusat/Kostranas Tugas dan tanggungjawab di tingkat 

pusat melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk 

merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi : 

 menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi  

  menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat 

provinsi  

 melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, verifikasi dan validasi penyaluran 

pupuk bersubsidi nasional  

  mengajukan pembayaran subsidi pupuk  

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Dinas lingkup Pertanian Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh) 

1) Tingkat Provinsi/Kostrawil (Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi) 

 tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi :  

 melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  

 menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari 

pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat   

 menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota  



58 

 

 

 

  melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi  

 mengkompilasi laporan dari kabupaten   

c) Tingkat Kabupaten/Kota/Kostrada (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten) 

   Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat 

kabupaten/kota: 

 melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  

  menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk 

pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat 

 menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan. 

Adapun penyaluran kepada petani agar dikoordinasikan dengan 

Camat dan Penyuluh setempat  

 menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

b. Pendanaan   

a) Pusat 

 Anggaran subsidi pupuk tahun 2021 bersumber dari Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) 

Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020.Alokasi pupuk bersubsidi 

sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 
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Pertanian Tahun Anggaran 2021. Dukungan operasional pengawalan 

penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 bersumber dari 

Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang 

dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.   

b) Dekon dan Tugas Pembantuan   

1) Sumber Dana  Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam 

penyusunan RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 terdapat pada Satker 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2021. 

Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak 

dibiayai APBN.  

2) Rincian Pembiayaan Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan 

menyesuaikan jumlah kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan 

operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi 

dapat berupa pembiayaan untuk perbanyakan cetak RDKK, cetak 

leaflet, brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyakan 

pedoman.Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi biaya rapat, 

honor tim pembina, tim admin, tim verval, tim pelaporan, biaya 

perjalanan dinas, dan lain-lain. 
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c. Pelaksanaan Kegiatan   

1) Persiapan   

a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk  

 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 

yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk 

selanjutnya diupload pada sistem RDKK dengan mekanisme 

seperti Lampiran. 

  Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui 

pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP pada 

Lampiran. 

b) Penyusunan Regulasi   

 Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi 

melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas 

Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi 

pupuk bersubsidi di wilayahnya.Penyusunan regulasi penyaluran 

pupuk berusubsidi seperti SOP pada Lampiran. 

2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi  

 Alokasi Pupuk Bersubsidi Alokasi pupuk bersubsidi mengacu 

pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan 

HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan.Pengadaan dan penyaluran 
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pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 15/M- DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.Adapun 

pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri 

BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, 

distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. 

Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk 

Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan 

prinsip efisien dan efektif  Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan 

secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini 

III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di 

Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer 

resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak 

RDKK .Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 

Anggaran 2021yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di 

wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No:49 Tahun 2020. 

Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan 

di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, 

pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian 

Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar 
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wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi 

dan HET pupuk bersubsidi. 

 dari sistem pengelolaan pupuk bersubsidi di atasBapak 

Kamaluddin menyatakan bahwa : 

“sistem penyaluran ta idi pengecer e tergantung harus sesuai sibawa 

aturan nge apana ko masalah-salah ki na mega laporan tama pasti fatal 

hasselena jadi harus sesuai sibawa prosedur e” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Bagan pendistribusian pupuk subsidi 

 

 

 Jika di lihat dari pernyataan yang di berikan oleh agen pupuk itu 

sendiriBapak Herman dan istrinya Ibu Fitriani selaku petani dan pembeli 

memberikan pernyataan Bahwa: 

Pupuk Indonesia 

distributor 

Pengecer/agen pupuk 

Kelompok tani /petani 
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“pelaksanaan dan penerapan implemetasi peraturan menteri pertanian 

jika di lihat dengan keadaan sekarang dan di hubungkan dengan 

ekonomi islam kadan terlaksana kadang juga di abaikan, mengapa 

saya mengatakan demikian karena terkadang juga di pengecer tidak 

menyampaikan kepada petani jika namanya sudah terdaftar dalam 

RDKK jatah pupuk yang harusnya di berikan kepada petani malah 

tidak di berikan, kadang di situ pengecer sendiri yang menjual pupuk 

di atas HET tetapi kita sebagai petani hanya bisa diam”.
47

 

 

 Ekonomi islam yang di maksud adalah tas‟ir al-jabaryatau yang di 

kenal dengan penetapan harga dan Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya 

Mewujudkan Keadilan Distributif 

 

1. tas‟ir al-jabary(penetapan harga) 

 Menurut ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang dan as-

si‟r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.Bapak 

Kamaluddin selaku agen pupuk menjelaskan tentang pekerjaan yang 

dikerjakannya bahwa: 

“narekko melo yita peraturan nge sibawa perintah na islam e, jelas 

sesuai nasaba ero pupuk e le salurkan I lao ko paggalunge sesuai mo 

sibawa peraturan e nappani harga yalenggi paggalung nge rata 

degage beda, idi pengecer e malenggi jatah pupuk paggalunge sesuai 

sibawa data pole ko pemerintah siaga loanna arumanna siko toro 

yalenggi”. 

Artinya: 

“jika ingin dilihat peraturan dengan perintah Islam, jelas sudah sesuai 

karna pupuk yang di salurkan kepada petani sesuai dengan peraturan 

dan harga  yang diberikan kepada petani rata tidak ada yang beda, saya 

sebagai pengecer yang memberikan jatah pupuk kepada petani sesuai 
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Wawancara dengan Bapak Herman (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 

januari 2023. 
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dengan data dari pemerintah berapa luas lahan yang di kelola petani 

dan sekian jumlah pupuk yang diberikan”
48

 

 

 Jadi agen pupuk memberikan harga pupuk yang bersubsidi 

kepada petani sesuai yang ada di RDDK tidak boleh melenceng dari 

apa yang sudah di tetapkan oleh RDKK akan tetapi tetap ada biaya 

tambahan yang harus di bayar petani sebagai sewa jasa dari orang 

yang sudah mengantarkan pupuk ke Rumahnya. 

2. Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Mewujudkan Keadilan 

Distributif 

 Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi 

Islam.Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal 

penditribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan 

keadilan. 

 Kebebasan individu  

 Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur 

ekonomi Islam, karena kebebasan individu bagi setiap individu akan 

menciptakan mekanisme pasar dalam prekonomian bersendikan 

keadilan, Bapak Kamaluddin menjelaskan bahwa: 

“panggalunge meni sebenarnya na polei apa idi pangecer 2 sa pilihan 

pupuk lepassedia engka subsidi engka mato dena subsidi, 

panggalungge meni bawang tega melo nelli cumin ero dena subsidi 

masoli ellinna nappa deto na marejjing, jadi bebas sa deto gaga 

aturan harus pupuk subsidi na pake paanggalunge” 
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Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023. 
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Artinya: 

“pilihan sebenarnya ada di tangan petani karna kami pihak pengecer 

menyediakan 2 pilihan pupuk ada yang subsidi ada juga yang non 

subsidi, tergantung dari petani mau pilih yang mana cuman yang non 

subsidi lumayan mahal tapi tidak susah untuk dicari, jadi bebas karena 

tidak ada aturan yang mengharuskan memakai pupuk yang bersubsidi 

untuk petani”
49

 

 Bapak Hamsah selaku ketua kelompok tani membetulkan hal 

ini ia mengatakan bahwa: 

“memang betul kalau ada yang dinamakan pupuk non subsidi tapi kita 

sebagai petani berpikir dua kali kalau mau pake pupuk jenis itu karena 

jika di pikir pengeluaran tidk sebanding dengan penghasilan”
50

 

 

 

 Keadilan  

 Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam ada beberapa hal yang 

perlu di perhatikan salah satunya adalah prinsip keadilan, Bapak 

Lababa selaku petani atau pembeli memberikan pernyataanya bahwa: 

“na rekko maccerita tentang adil atau dena agen e, menurut idi 

paggalunge dena adil apana dena sesuai pembagian ta siladde mopi 

pagenne‟I, artinna dena seimbang pembagian sibawa kebutuhan e, 

pada ko nakaliseng ngi agen e, apana engka mega nawaja engka to 

ceddemi ” 

Artinya: 

“jika bercerita mengenai adil atau tidak nya agen, menurut kami para 

petani tidak adil karena tidak sesuai dengan pembagian nya kami masi 

berusaha membagi rata agar cukup, artinya tidak seimbang antara 

pembagian dan kebutuhan, seperti ada kecurangan, seperti ada 
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 Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023 

 
50

 Wawancara dengan Bapak Hamsah (Kapoktan), di Desa Tanrutedong tanggal 07 januari 

2023 
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kecurangan karna ada beberapa yang membayar banyak ada juga yang 

sedikit”
51

 

 Terkait dengan harga pupuk yang di berikan kepada petani 

harga yang sebenarnya sama Bapak Kamaluddin selaku agen 

menjelaskan bahwa: 

“harga yelenggi paggalung nge pada-pada, sesuia sibawa harga pole 

ko pemerintah magi na beda-beda na waja biasa apana tanpa otona 

sibawa saro essang na” 

Artinya: 

“harga yang di berikan kepada petani sama, sesuai dengan harga dari 

pemerintah tekadang beda-beda yang harus di bayar karena ada 

ongkos mobil dan biaya pikul yang harus di bayar”
52

 

 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri yang ada 

berdasarkan hukum ekonomi Islam belum terlaksana dengan baik 

dengan alasan mengenaitas‟iratau penetapan harga pupuk yang 

bersubsidi yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan 

ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para 

petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum 

mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingan 

dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran salama 

musim tanam. 

                                                           
 

51
Wawancara dengan Bapak Lababa (pembeli/petani), di Desa Tanrutedong tanggal 09 januari 

2023. 

 52
Wawancara dengan Bapak Kamaluddin (pengecer/agen pupuk), di Desa Tanrutedong 

tanggal 09 januari 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasrakan hasil penelitian tentang implementasi peraturan menteri 

pertanian No:49 Tahun 2020 terhadap penditribusin pupuk bersubsidi ada 

beberapa hal mennjadi simpulan dari pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa 

Tanrutedong Kabupeten Sidrap sudah terlaksana dengan baik 

walaupun demikian masih ada keluhan-keluhan dari petani yang 

merasa mendapat harga di atas HET (harga eceran tertinggi). Dan 

proses penyaluran pupuk bersubsidi ini melalui beberapa tahap mulai 

dari proses pendaftaran di RDKK agar nama dari petani bisa terdaftar 

di sistem sebagai penerima pupuk bersubsidi dan harga yang harus di 

bayar petani sesuai dengan harga yang telah di berikan oleh pemeritah 

hanya saja ada biaya-biaya tambahan yang berupa sewa mobil dan 

baiaya angkut/pikul dari orang yang mengatar. 

2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pendistribusian 

pupuk sehingga terkadang pupuk lambat sampai ke tangan petani 

faktor yang dimaksud adalah keterlambatan produksi, adanya 

pemakaian pupuk secara bersamaan di berbagai wilayah dan faktor 

cuaca yang terkadang tidak mendukung. 

3. Dan jika di lihat dari segi pelaksanaan implementasi pendistribusianya 

belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ekonomi Islam, dengan 
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alasan mengenai tas‟iratau penetapan harga pupuk yang bersubsidi 

yang masih terbilang mahal saat di salurkan ke petani dan 

ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih sangat meresahkan para 

petani, artinya petani belum merasa sejahtera dan merasa belum 

mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika dibandingan 

dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran salama 

musim tanam. 

B. Saran 

 Dengan adaanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan 

saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pengecer atau agen pupuk agar kiranya memberikan informasi 

yang jelas kepada petani mengenai harga pupuk yang sebenarnya dan 

jika ada biaya-biaya tambahan aga kiranya di sampaikan kepada petani 

agat tidak terjadi ksealah pahaman mengenai harga, dan jika di 

perlukan agen pupuk mencari nama-nama petani yang berhak 

menerima pupuk bersubsidi agar petani yang bersangkutan bisa 

merasa sedikit ringan dengan biaya-biaya yang harus di keluarkan 

selama musim tanam. 

2. Dan untuk masyaraka Desa Tanrutedong Kabupaten Sidrap khususnya 

para petani yang merasa belum mendapat harga pupuk dari pemerintah 

untuk segera mendaftar atau mengecek namanya agar pupuk yang 

seharusnya di miliki dapat di gunakan dan mendapa harga yang sesuai 

HET dan pengecer atau agen pupuk tidak menyimpan pupuk yang 
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tidak di ambil oleh petani, karena jika terjadi demikian berarti agen 

pupuk melakukan kecurangan karena berkesempatan menjual pupuk 

yang tersisa di atas harga HET sehingga mengakibatkan proses 

penyaluran pupuk masih belum berjalan sesuai dengan ekonomi islam. 
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